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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERUBAHAN SAK ETAP KE SAK EP DALAM 

PERLAKUAN PAJAK TANGGUHAN PADA PT ADK 

Oleh 

Ka’ab Wijaya 

2301061015 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman utama dalam 

penyusunan laporan keuangan perusahaan. Perubahan dari Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ke Standar 

Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) membawa implikasi penting 

bagi entitas privat, termasuk PT ADK, khususnya terkait kewajiban pengakuan 

pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diatur. Penulisan ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana implementasi perubahan standar akuntansi tersebut 

memengaruhi perlakuan pajak tangguhan serta dampaknya terhadap laporan 

keuangan perusahaan. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif–

kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan 

studi pustaka. Hasil analisis laporan keuangan PT ADK tahun 2024 menunjukkan 

adanya koreksi fiskal atas laba sebelum pajak, di antaranya terdapat beda temporer 

sebesar Rp234.386.153 yang menjadi dasar perhitungan pajak tangguhan. Dari 

koreksi beda waktu tersebut dihitung pajak tangguhan sebesar Rp51.564.954 yang 

diklasifikasikan sebagai aset pajak tangguhan, karena akan memberikan manfaat 

pajak di masa depan ketika perbedaan temporer berbalik. Ketentuan transisi 

pertama kali Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) ke Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) 

mengharuskan adanya penyesuaian saldo dan penyajian kembali data komparatif, 

sehingga laporan keuangan PT ADK menjadi lebih akurat, transparan, dan selaras 

dengan standar internasional. 

Kata kunci: SAK ETAP, SAK EP, Pajak Tangguhan, Laporan Keuangan 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF THE TRANSITION FROM SAK ETAP TO SAK 

EP IN DEFERRED TAX TREATMENT AT PT ADK 

By 

Ka’ab Wijaya 

2301061015 

Financial Accounting Standards (SAK) serve as the primary guideline in preparing 

corporate financial statements. The transition from Financial Accounting Standards 

for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) to Financial Accounting 

Standards for Private Entities (SAK EP) carries significant implications for private 

entities, including PT ADK, particularly regarding the mandatory recognition of 

deferred tax which was previously unregulated. This study aims to analyze how the 

implementation of this accounting standard transition affects deferred tax treatment 

and its impact on the company's financial statements. The method employed is 

descriptive-quantitative, with data collection techniques encompassing observation, 

documentation, and literature review. The analysis of PT ADK's 2024 financial 

statements reveals fiscal corrections on pre-tax profit, including a temporary 

difference of Rp234,386,153, which serves as the basis for the deferred tax 

calculation.a From this timing difference, a deferred tax of Rp51,564,954 was 

calculated and classified as a deferred tax asset, as it will provide future tax benefits 

when the temporary difference reverses. The first-time transition provisions from 

SAK ETAP to SAK EP mandate balance adjustments and the restatement of 

comparative data, thereby rendering PT ADK's financial statements more accurate, 

transparent, and aligned with international standards. 

Keywords: SAK ETAP, SAK EP, Deffered Tax, Financial Statements 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah bentuk tanggung jawab entitas bisnis 

atas kinerja selama satu periode. Menurut Perdana (2021), laporan keuangan 

adalah hasil refleksi dari berbagai transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. 

Setiap transaksi dan kejadian yang berkaitan dengan keuangan dicatat, 

dikategorikan, dan dihitung dengan benar dalam bentuk uang, lalu dilakukan 

analisis untuk berbagai kepentingan. Karena laporan keuangan menjadi tanggung 

jawab dari entitas bisnis, sehingga diperlukan suatu keahlian dan standar untuk 

dapat menyusun laporan yang andal, relevan dan transparan.  

Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, perusahaan di Indonesia 

perlu meningkatkan daya saing internasional dengan mengadopsi Standar 

Akuntansi Keuangan Internasional dalam penyusunan laporan keuangan.  

Menurut Murtini (2017) dalam Gusneli et al. (2023), pelaksanaan International 

Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia telah membawa efek baik dan 

buruk pada dunia pelaporan keuangan di negara ini. Implementasi International 

Financial Reporting Standards (IFRS) telah meningkatkan mutu informasi 

akuntansi, terlihat dari berkurangnya manajemen laba dan meningkatnya relevansi 

nilai laba. Dengan demikian, penerapan International Financial Reporting 

Standards (IFRS) tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga 

sebagai strategi penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, 

memperluas akses ke pasar modal internasional, serta memperkuat posisi daya 

saing perusahaan Indonesia dalam ekosistem bisnis global.



 

2 

Pada pelaksanaannya, tidak semua prinsip dalam Standar Akuntansi (SAK) 

Internasional bisa diterapkan di seluruh entitas bisnis karena karakteristiknya yang 

beragam. Ini mendorong kebutuhan akan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

yang konsisten dan berkualitas yang bisa diterapkan di Indonesia. Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) disusun dan dikembangkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) memiliki wewenang untuk menentukan 

praktik akuntansi di dalam negeri. Pentingnya Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) semakin bertambah sejalan dengan meningkatnya kerumitan transaksi 

ekonomi dan kebutuhan akuntabilitas dari berbagai pihak yang berkepentingan 

(Sukma et al., 2025). Di negara Indonesia terdapat 4 pilar SAK yang berlaku di 

Indonesia, pertama, SAK Internasional, ditujukan bagi entitas bisnis yang 

memiliki akuntabilitas publik dan berhak menyusun laporan keuangan sesuai 

standar internasional, sebagaimana diatur oleh regulasi pasar modal yang berlaku. 

Kedua, SAK Indonesia, merupakan hasil konvergensi dari IFRS yang dapat 

digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik namun tidak memiliki 

kewenangan untuk menerapkan SAK Internasional. Ketiga, SAK ETAP, yang 

dalam perkembangannya akan digantikan oleh SAK EP yang diadaptasi dari IFRS 

for SMEs dengan sejumlah penyesuaian agar lebih relevan dengan kondisi bisnis 

di Indonesia. Keempat, SAK EMKM, disusun secara lebih sederhana 

dibandingkan pilar lainnya, dan diperuntukkan khusus bagi entitas mikro, kecil, 

serta menengah agar tetap dapat menyajikan laporan keuangan sesuai standar 

(Aprilia et al., 2025). 

Dahulu sebelum terjadinya perubahan kebijakan besar di Indoensia, semua 

entitas non-publik menggunakan SAK ETAP. Namun, perkembangan praktik 

akuntansi menuntut adanya perkembangan. Mulai 1 Januari 2025, SAK ETAP 

resmi digantikan oleh SAK EP. Pergantian ini bukan sekadar perubahan nama, 

melainkan sebuah transformasi mendasar dalam metode pengakuan dan 

pengukuran pos-pos akuntansi.Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat 

(SAK EP) menghadirkan standar yang lebih relevan, konsisten, dan mendekati 

International Financial Reporting Standards (IFRS), namun tetap 

mempertahankan kesederhanaan agar sesuai dengan karakteristik entitas privat di 



 

 3   

Indonesia. Sejalan dengan pernyataan PwC Indonesia (2023) dalam Nur et al. 

(2025), setelah penyerapan dari IFRS for SMEs edisi 2015, SAK Entitas Privat 

(SAK EP) disusun untuk memberikan kemudahan bagi berbagai jenis usaha 

seperti perusahaan keluarga, koperasi, start-up, serta bisnis kecil dan menengah. 

Standar ini tetap selaras dengan SAK Internasional yang berbasis IFRS penuh, 

sehingga memungkinkan laporan keuangan entitas untuk naik kelas tanpa harus 

melakukan restatement yang besar. Penggunaan SAK EP dapat dilakukan oleh 

entitas privat sepanjang tidak memiliki status sebagai lembaga keuangan, tidak 

menerbitkan instrumen di pasar modal, dan tidak diwajibkan oleh regulator untuk 

menggunakan SAK umum.  

Perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP membawa implikasi yang signifikan 

bagi entitas privat di Indonesia. Menurut Rizky (2025), menjelaskan bahwa  

perubahan yang terjadi tidak hanya terbatas pada aspek format laporan keuangan, 

melainkan juga mencakup pergeseran mendasar dalam prinsip akuntansi. 

Pergeseran tersebut antara lain meliputi transisi dari cash basis ke accrual basis, 

penerapan model pengakuan pendapatan lima langkah, pengakuan cadangan 

kerugian piutang (CKPN), pengakuan imbalan pascakerja, serta pengakuan pajak 

tangguhan. Para praktisi, baik auditor maupun akademisi, menekankan bahwa 

sejumlah konsep dalam SAK EP masih relatif baru bagi pelaku UMKM maupun 

staf akuntansi mereka, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif serta 

pelatihan teknis yang memadai. Menurut IAI (2020), mengungkapkan pos-pos 

minimum dalam laporan posisi keuangan meliputi: aset keuangan beserta liabilitas 

keuangan, aset biologis, investasi pada entitas asosiasi maupun ventura bersama, 

aset pajak tangguhan serta liabilitas pajak tangguhan, dan kepentingan 

nonpengendali. Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas dan diangkat dalam 

pembahasan ini yaitu terkait penyesuaian perlakuan pajak tangguhan. Jika 

sebelumnya SAK ETAP tidak mengatur pos pajak tangguhan, maka SAK EP 

dalam bab pajak penghasilan mewajibkan entitas untuk melakukan pengakuan 

pajak tangguhan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi entitas privat, termasuk PT 

ADK. 
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PT ADK merupakan institusi keuangan yang bergerak di bidang perbankan 

dengan status sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Lampung. 

Dalam menjalankan fungsinya, bank ini menitikberatkan pada pelayanan 

masyarakat serta memiliki posisi penting dalam mendukung perkembangan 

ekonomi daerah, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Penerapan SAK EP di PT ADK yang merupakan klien dari KAP 

Weddie & Muhaimin dalam mengimplemtasikan pos pajak tangguhan menjadi 

tantangan bagi perusahaan, karena mengharuskan perusahaan melakukan 

penyusunan laporan keuangan secara retrospektif atau seakan-akan 

metode akuntansi yang baru telah digunakan sejak awal. Menurut Anshari dan 

Anggraita (2025), sebagai akibat dari perubahan standar, laporan 

keuangan disusun dengan pendekatan retrospektif, di mana 

perusahaan menyesuaikan saldo awal dari semua elemen ekuitas yang terkena 

dampak selama periode penyajian yang paling awal.   

Namun, dalam proses penyusunan laporan keuangan, salah satu kendala 

yang muncul adalah perlakuan terhadap pajak tangguhan yang belum tentu sudah 

disajikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan 

memastikan pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan serta ketentuan transisi 

sesuai SAK EP. Agar proses transisi ini berjalan sesuai ketentuan, Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah 

mengatur perlakuan pajak tangguhan dalam SAK EP. Dalam hal ini, auditor 

berperan penting untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar baru, 

menguji keandalan perhitungan pajak tangguhan, serta memberikan keyakinan 

bahwa laporan keuangan yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi 

ekonomi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “Implementasi Perubahan SAK ETAP ke SAK EP dalam 

Perlakuan Pajak Tangguhan pada PT ADK”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi SAK EP terhadap penyajian akun pajak tangguhan 

dalam Laporan Posisi Keuangan PT ADK. 

2. Bagaimana penerapan retrospektif dalam perlakuan pajak tangguhan pada saat 

transisi dari SAK ETAP ke SAK EP di PT ADK. 

3. Apa perubahan yang terjadi pada laporan keuangan PT ADK setelah 

menerapkan pajak tangguhan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan laporan akhir adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis implementasi SAK EP terhadap perlakuan akun pajak tangguhan 

dalam Laporan Posisi Keuangan PT ADK. 

2. Mengkaji penerapan retrospektif dalam pengakuan pajak tangguhan pada saat 

transisi dari SAK ETAP ke SAK EP di PT ADK. 

3. Menganalis perbandingan laporan keuangan setelah penerapan pajak 

tangguhan di PT ADK. 

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas maka manfaat laporan akhir adalah sebagai 

berikut: 

1. Menambah wawasan bagi pembaca dan penulis terkait perubahan standar 

akuntansi dari SAK ETAP ke SAK EP. 

2. Menambah pengetahuan implementasi perubahan SAK ETAP ke SAK EP 

dalam perlakuan pajak tangguhan pada perusahaan. 

3. Memberikan rekomendasi penyajian laporan posisi keuangan PT ADK 

dalamperlakuan pajak tangguhan sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku.
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BAB II  

         TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan cerminan atas rangkaian transaksi yang 

berlangsung dalam suatu entitas bisnis. Setiap aktivitas maupun peristiwa yang 

memiliki implikasi finansial dicatat, diklasifikasikan, serta diukur secara tepat 

dalam satuan moneter, kemudian diolah dan dianalisis untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan pemangku kepentingan (Perdana, 2021). Menurut IAI (2024b), laporan 

keuangan tidak hanya berfungsi sebagai penyajian informasi mengenai kondisi 

perusahaan, tetapi juga merefleksikan hasil dari penatagunaan sumber daya oleh 

manajemen. Dengan demikian, laporan tersebut menjadi sarana untuk 

menunjukkan akuntabilitas manajemen atas aset dan kewenangan yang telah 

dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas serta laporan ekuitas pemilik atau pemegang 

saham. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berperan 

sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap informasi finansial maupun aktivitas operasionalnya. 

2.2 Standar Akuntansi Keuangan 

2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan 

Standar akuntansi keuangan berfungsi sebagai kerangka konseptual yang 

menjadi acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya 

standar tersebut, penyajian laporan keuangan dapat dilakukan secara konsisten, 

sehingga memudahkan para pengguna dalam menafsirkan informasi yang 

disajikan serta memungkinkan dilakukannya analisis perbandingan antar entitas 

(Nur et al., 2025).  
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Menurut Sukma et al. (2025), penerapan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) pada hakikatnya dimaksudkan untuk memastikan adanya konsistensi 

sekaligus transparansi dalam praktik pelaporan keuangan di tingkat nasional. 

Melalui standar tersebut, para pengguna laporan keuangan memperoleh landasan 

yang objektif serta terstruktur, sehingga informasi yang disajikan dapat dipercaya 

dan digunakan secara lebih efektif. 

2.2.2 Jenis-jenis Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia  

Di Indonesia terdapat empat pilar SAK yang berlaku dan menjadi pedoman 

dalam pencatatan laporan keuangan, diantaranya yaitu SAK Internasional, SAK 

Indonesia, SAK EP yang dalam hal ini telah menggantikan SAK ETAP per 1 

Januari 2025, dan yang terakhir SAK EMKM (IAI, 2024b). Berikut penjelasan 

dari keempat pilar SAK yang berlaku di Indonesia: 

1. SAK Internasional (International Financial Reporting Standards) 

Menurut Devi et al. (2025), IFRS merupakan seperangkat standar, 

interpretasi, serta kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang diadopsi oleh Dewan Standar 

Akuntansi Internasional (IASB). Sebelum dikenal dengan istilah IFRS, standar ini 

lebih dahulu disebut sebagai Standar Akuntansi Internasional (IAS). Menurut 

Erick (2025), Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Internasional ditujukan bagi 

entitas bisnis yang memiliki akuntabilitas publik. Entitas tersebut berhak 

menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK Internasional, 

sebagaimana diatur oleh regulasi yang berlaku dalam pasar modal. 

Menurut Devi et al. (2025), adopsi International Financial Reporting 

Standards (IFRS) telah memberikan peran penting dalam menyelaraskan praktik 

pelaporan keuangan dengan standar internasional. Namun demikian, 

penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain 

keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur pendukung, 

pengaruh karakteristik budaya lokal, serta kondisi perekonomian nasional yang 

masih didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh 

karena itu, mengingat masih adanya hambatan yang dialami oleh negara Indonesia 
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dalam proses pelaporan keuangan, diperlukan penyesuaian dalam praktik 

standarisasi laporan keuangan di negara kita. 

2. SAK Indonesia (Umum) 

Mengingat Indonesia sebagai negara berkembang dengan keberagaman jenis 

usaha yang mencakup skala internasional, nasional, maupun lokal. Penerapan 

IFRS harus dilakukan secara bertahap melalui pengembangan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK). Menurut IAI (2024b), SAK Indonesia adalah Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi 

Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(DSAK) IAI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI serta peraturan 

regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, 

sepanjang peraturan regulator pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar 

Akuntansi Keuangan (ISAK) yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa, atau 

kondisi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini bisa digunakan oleh entitas besar 

yang ada di Indonesia yang memiliki akuntabilitas publik tetapi tidak berhak 

untuk menerapkan SAK Internasional. 

3. SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP) 

Entitas privat merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, 

namun tetap menyusun laporan keuangan dengan tujuan umum untuk memenuhi 

kebutuhan informasi para pengguna eksternal (IAI, 2024b).  Menurut DSAK-IAI 

(2025) dalam Erick (2025), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) 

merupakan bentuk pembaruan sekaligus pengganti dari SAK ETAP yang akan 

berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas Privat (SAK EP) bertujuan untuk menyesuaikan praktik pelaporan 

keuangan di Indonesia dengan pedoman internasional, yakni IFRS for Small and 

Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Standar ini memberikan tingkat 

fleksibilitas yang lebih tinggi, memperluas penerapan nilai wajar (fair value), 

serta meningkatkan kualitas pengungkapan agar laporan keuangan entitas non-

publik menjadi lebih relevan, transparan, dan dapat diperbandingkan. Entitas yang 
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memiliki akuntabilitas publik dapat menerapkan SAK EP jika diizinkan oleh 

regulasi otoritas berwenang (IAI, 2026).   

4. SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 

EMKM)  

Berdasarkan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah  

(SAK EMKM) dalam Pratama dan Indrawati (2021), standar ini dirancang khusus 

untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Karakteristik SAK EMKM lebih 

sederhana dibandingkan dengan SAK EP karena menggunakan dasar pengukuran 

berupa biaya historis secara murni, serta mengatur jenis transaksi yang biasa 

dilakukan oleh pelaku usaha EMKM.  

Tabel 2.2 di bawah ini menjelaskan berbagai jenis SAK yang berlaku di 

Indonesia dan jenis entitas apa saja yang dapat menerapkan SAK tersebut. 

Tabel 2. 2 Jenis-jenis SAK yang berlaku di Indonesia 

Jenis Entitas 
SAK 

Internasional 

SAK 

Indonesia 
SAK EP 

SAK 

EMKM 

Entitas dengan akuntabilitas 

publik 
 

Jika 

diizinkan 

Regulator 

Jika 

diizinkan 

Regulator 

Entitas tanpa akuntabilitas 

publik - besar 
-   - 

Entitas tanpa akuntabilitas 

publik - mikro, kecil, dan 

menengah 

 

- 

 













Sumber: Berita IAI (2024a). 

2.3 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat 

2.3.1 Latar belakang perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP 

SAK ETAP digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), yang 

didefinisikan sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan bertujuan umum 

untuk pengguna eksternal dan tidak memiliki tanggung jawab publik yang 

signifikan. Standar ini diterbitkan pada tahun 2009 dan mulai berlaku efektif pada 

tanggal 1 Januari 2011, dengan opsi implementasi dini sejak 1 Januari 2010 

(Madaharsa & Muslimin, 2025). Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 
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Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditujukan bagi entitas yang tidak 

memiliki akuntabilitas publik signifikan serta tidak menyusun laporan keuangan 

untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, seperti investor publik. SAK ETAP 

dirancang guna memberikan kemudahan bagi entitas kecil dan menengah dalam 

menyusun laporan keuangan yang tetap andal, namun dengan kompleksitas yang 

lebih rendah dibandingkan standar umum berbasis IFRS (Erick, 2025). 

Salah satu alasan utama penggantian Standar Akuntansi Keuangan untuk 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) adalah karena SAK ETAP dinilai terlalu 

sederhana untuk diterapkan pada entitas privat. Sebaliknya, SAK EP disusun 

dengan cakupan yang lebih komprehensif dibandingkan SAK ETAP, namun tetap 

lebih sederhana daripada standar akuntansi berbasis International Financial 

Reporting Standards (IFRS) (Suhendar et al., 2023). Pada tanggal 30 Juni 2021, 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), yang akan berlaku efektif mulai 1 

Januari 2025 sebagai pengganti SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP). Penerapan awal standar ini diperkenankan untuk tahun buku yang dimulai 

pada atau setelah 1 Januari 2022. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 

Privat (SAK EP) sendiri mengadopsi International Financial Reporting Standards 

for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) edisi tahun 2015 (Adisti & 

Devianti, 2024). Transisi SAK ETAP ke SAK EP merupakan langkah strategis 

dalam upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing global entitas 

privat di Indonesia (Erick, 2025). Dengan adanya perubahan standar SAK EP, 

entitas privat dapat diterima secara luas oleh lembaga keuangan/bank karena 

sudah menerapkan standar yang komprehensif namun tetap praktis bagi entitas 

privat.  

2.3.2 Konsep SAK Indonesia untuk Entitas Privat 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) dirancang lebih 

sederhana daripada SAK Umum berbasis IFRS dengan menghilangkan topik yang 

tidak relevan bagi entitas privat seperti laba per saham, laporan keuangan interim, 

dan segmen operasi, serta menyederhanakan opsi kebijakan akuntansi menjadi 
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kebijakan tunggal, misalnya penggunaan model biaya untuk properti investasi jika 

nilai wajar memerlukan biaya atau upaya berlebihan. Selain itu, standar ini 

menyederhanakan berbagai prinsip pengakuan dan pengukuran, mengurangi 

jumlah pengungkapan yang diperlukan, dan menggunakan bahasa yang lebih 

mudah dipahami untuk meringankan beban kepatuhan bagi entitas tanpa 

akuntabilitas publik (IAI, 2026). Dengan karakteristik tersebut, SAK EP tidak 

hanya mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, tetapi juga 

meningkatkan kualitas dan transparansi informasi yang disajikan. Untuk melihat 

lebih jauh penerapan konsep ini, pembahasan berikut akan menguraikan konsep 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). 

1. Ruang Lingkup 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) 

memiliki perbedaan ruang lingkup yang jelas berdasarkan skala entitas dan tingkat 

kompleksitas pelaporan keuangannya. Menurut Erick (2025), menjelaskan ruang 

lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) mencakup entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, 

namun tetap menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna 

eksternal, seperti pemilik, kreditor, atau pihak lain yang tidak memiliki akses 

langsung terhadap informasi internal. Contoh entitas yang termasuk dalam 

kategori ini antara lain usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, serta 

perusahaan keluarga yang tidak terdaftar di bursa efek. Sementara itu, Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) memiliki cakupan yang lebih luas, 

ditujukan bagi entitas privat berskala menengah ke atas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik, tetapi menghadapi kompleksitas transaksi dan kebutuhan 

pelaporan yang lebih tinggi. Entitas yang termasuk dalam kategori ini biasanya 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) non-go publik, Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), serta entitas jasa profesional atau manufaktur berskala menengah. 
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2. Penyajian Laporan Keuangan 

Menurut IAI (2024b), laporan keuangan lengkap entitas berdasarkan  

Standar Akuntansi Keuangan (SAK EP) terdiri dari: 

1. laporan posisi keuangan periode berjalan; 

2. salah satu dari: 

a) Laporan Penghasilan Komprehensif 

Menyajikan seluruh komponen pendapatan dan beban dalam satu 

laporan terpadu, yang mencakup subtotal laba rugi periode berjalan 

serta pos-pos penghasilan komprehensif lain secara 

berkesinambungan. 

b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Terpisah  

Jika entitas memilih untuk menyajikan keduanya, laporan laba rugi 

dan laporan penghasilan komprehensif, maka laporan penghasilan 

komprehensif dimulai dengan laba rugi dan kemudian menampilkan 

item penghasilan komprehensif lain. 

3. laporan perubahan ekuitas selama periode berjalan; 

4. laporan arus kas selama periode berjalan; dan 

5. catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 

3.  Perbedaan Utama SAK ETAP dan SAK EP 

Tabel 2.3 di bawah ini menjelaskan berbagai karakteristik yang 

membedakan antara SAK ETAP dan SAK EP. Perbedaan ini menandakan adanya 

sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan SAK EP, terutama 

karena standar ini lebih kompleks dan komprehensif dibandingkan SAK ETAP, 

meskipun masih lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum (Anshari & 

Anggraita, 2025). Adapun beberapa perbedaan utama SAK ETAP dan SAK EP. 
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Tabel 2. 3 Perbedaan Utama SAK ETAP dan SAK EP 

Karakteristik SAK ETAP (Lama) SAK EP (Baru) 

Landasan Standar Disusun Secara Nasional Dengan 

Penyederhanaan 

Adopsi IFRS for SMEs (Versi 

2015) 

Istilah Laporan Neraca Laporan Posisi Keuangan 

Laporan Laba Rugi Hanya Laba Rugi Laporan Penghasilan 

Komprehensif (Laba Rugi + 

OCI) 

Pajak Tangguhan Tidak diakui Wajib diakui (Pajak Kini & 

Tangguhan) 

 Investasi Properti Hanya Model Biaya Bisa menggunakan Model Nilai 

Wajar 

Konsolidasi Tidak diatur Diatur (Wajib menyusun 

Laporan Konsolidasian) 

Arus Kas Hanya Metode Tidak Langsung 

 

Boleh Langsung atau Tidak 

Langsung 

Imbalan Pasca Kerja Tidak diatur Wajib diakui → pascakerja, 

pesangon, jangka panjang 

(metode aktuaria) 

Kerugian Piutang Incurred loss (diakui hanya jika 

kerugian sudah terjadi) 

Expected Credit Loss (ECL)  

(berbasis estimasi risiko) 

Sumber: Pramudya (2026). 

2.3.3 Ketentuan Transisi pertama kali serta Implikasi retrospektif dalam 

SAK EP 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku 

efektif 1 Januari 2025 mengadopsi IFRS for SMEs (Versi 2015). Penerapan IFRS 

dalam laporan keuangan dapat meningkatkan relevansi, transparansi, dan 

komparabilitas yang disajikan (Prasasti et al., 2025). Dengan adanya perubahan 

tersebut perusahaan harus mengikuti standar yang berlaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dalam buku SAK Indonesia untuk Entitas Privat yang diterbitkan 

oleh IAI (2024b), berikut adalah beberapa ketentuan utama dalam penyusan 

laporan keuangan untuk entitas privat berdasarkan SAK EP: 
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1. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi 

Entitas dalam mengadopsi kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan 

dalam hal ini SAK EP penerapan perubahan kebijakan akuntansi sebagai 

berikut: 

1. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi yang dihasilkan dari 

perubahan persyaratan Standar ini sesuai dengan ketentuan transisi, jika 

ada, yang diatur dalam amendemen tersebut; 

2. Entitas mencatat seluruh perubahan lain dalam kebijakan akuntansi 

secara retrospektif. 

2. Penerapan Retrospektif 

Ketika suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi diterapkan secara 

retrospektif sesuai dengan penerapan perubahan kebijakan akuntansi, entitas 

menerapkan kebijakan akuntansi yang baru pada informasi komparatif untuk 

periode sebelumnya hingga tanggal paling awal sepanjang praktis, seolah- olah 

kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan atau yang disebut retrospektif. 

Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak periode-individual dari perubahan 

kebijakan akuntansi tentang informasi komparatif untuk satu atau lebih periode 

sebelumnya yang disajikan, entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru terhadap 

jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal di mana 

penerapan retrospektif adalah praktis, yang mungkin merupakan periode berjalan, 

dan membuat penyesuaian terkait untuk saldo awal setiap komponen ekuitas yang 

terpengaruh untuk periode tersebut. 

3. Ketentuan Transisi pada Tanggal Adopsi Pertama Kali 

Pada tanggal transisi ke SAK EP (awal periode sajian paling awal), entitas 

harus: 

1. Mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya disyaratkan 

oleh SAK Indonesia untuk Entitas Privat; 

2. Tidak mengakui item sebagai aset atau liabilitas jika Standar ini tidak 

mengizinkan pengakuan tersebut; 
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3. Mereklasifikasi item yang diakui berdasarkan kerangka pelaporan 

keuangan sebelumnya sebagai satu jenis aset, liabilitas atau komponen 

ekuitas, namun merupakan jenis aset, liabilitas atau komponen ekuitas 

yang berbeda berdasarkan Standar ini; dan 

4. Menerapkan Standar ini dalam mengukur seluruh aset dan liabilitas yang 

diakui. 

4. Kesalahan dan Informasi Komparatif 

Jika entitas menemukan kesalahan dari kerangka pelaporan sebelumnya, 

maka laporan keuangan harus disajikan kembali secara retrospektif. 

1. Informasi komparatif periode sebelumnya wajib diungkapkan, baik 

berupa jumlah moneter maupun informasi naratif/deskriptif. 

2. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kesalahan pada periode 

sebelumnya,maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, 

dan ekuitas pada periode paling awal yang praktis. 

5. Materialitas dalam Akun Terpengaruh 

Meskipun prinsip retrospektif berlaku, entitas diperbolehkan untuk tidak 

menyajikan kembali pos yang tidak material. Artinya tingkat efektifitas 

diperhatikan dalam menentukan apakah perlu penerapan retrospektif atau 

tidak, dengan catatan: 

1. Pos yang material wajib disajikan kembali agar laporan keuangan tetap 

relevan dan andal.  

2. Pos yang tidak material dapat dikecualikan, sehingga transisi lebih 

efisien tanpa mengurangi kualitas informasi. 

2.4 Konsep Pajak Tangguhan 

2.4.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,  pajak merupakan 

kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan 

kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan 
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Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar 

pajak. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan 

negara demi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beban pajak 

merupakan gabungan antara pajak kini dan pajak tangguhan, yang penyajiannya 

tercermin dalam total laba komprehensif maupun ekuitas pada suatu periode 

pelaporan (IAI, 2025). 

2.4.2 Perbedaan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan 

Dalam praktik akuntansi pajak, terdapat dua kategori beban pajak yang 

diterapkan oleh perusahaan. Beban pajak yang yaitu gabungan beban pajak kini 

(current tax) dan beban pajak tangguhan (deferred tax) yang tercermin dalam total 

laba komprehensif maupun ekuitas pada suatu periode pelaporan (IAI, 2024b). 

Menurut IAI (2025), pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang harus 

dibayar atau dipulihkan atas laba kena pajak maupun rugi pajak dalam suatu 

periode tertentu. Perbedaan perhitungan pajak kini dilakukan secara mandiri oleh 

wajib pajak, dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak 

yang berlaku, serta wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Septianingrum et al. 

(2022), menjelaskan beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat 

adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan 

tersebut terjadi karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi 

memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi manajemen dalam penerapan 

prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan dengan ketentuan yang diperbolehkan 

menurut regulasi perpajakan. 

Menurut Hamdi dan Utami (2024) perbedaan antara beban pajak 

penghasilan dengan PPh terutang yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok, 

yaitu:  

1. Perbedaan permanen atau tetap, yaitu perbedaan yang timbul akibat adanya 

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan 

pajak bersifat final atau PPh final, maupun biaya yang tidak dapat 

dikurangkan (non-deductible expenses), seperti bunga deposito. 
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2. Perbedaan temporer atau waktu, yakni perbedaan yang muncul karena adanya 

perbedaan waktu pengakuan beban dalam laporan keuangan komersial dan 

fiskal. Perbedaan temporer ini berkaitan dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 

atas suatu aset atau kewajiban, yang berimplikasi pada peningkatan atau 

penurunan laba fiskal di periode mendatang. 

Pajak kini dan pajak tangguhan terjadi dengan sebab yang berbeda. Pajak 

kini timbul akibat beda tetap yang bersifat permanen, yaitu sejumlah pajak 

penghasilan yang terutang oleh perusahaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Undang. Pajak tangguhan terjadi karena adanya beda pencatatan antara akuntansi 

dan perpajakan pada beda temporer dan tidak akan muncul atas suatu beda tetap 

yang bersifat permanen. 

2.4.3 Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan 

Dengan diberlakukannya Standar Akuntansi untuk Entitas Privat (SAK EP) 

melalui Bab 29 tentang Pajak Penghasilan, entitas privat diwajibkan untuk 

mengakui pajak tangguhan. Perubahan mendasar ini menunjukkan adanya 

peningkatan kompleksitas dalam pelaporan keuangan, sekaligus menjadi salah 

satu aspek krusial yang membedakan SAK EP dari SAK ETAP. Perlu ditegaskan 

bahwa dalam SAK ETAP tidak terdapat pengaturan mengenai pajak tangguhan, 

sehingga entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik sebelumnya tidak 

diwajibkan untuk melakukan pengakuan atas aset maupun liabilitas pajak 

tangguhan. Menurut IAI (2025), pajak tangguhan dikategorikan menjadi dua 

kelompok, yaitu: 

1. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan 

pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer dapat 

dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit 

pajak belum dimanfaatkan.  

2. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada 

periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 

Pajak tangguhan timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan 

basis pengakuan antara standar akuntansi keuangan dan regulasi perpajakan yang 
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bersifat temporer. Aset dan liabilitas pajak tangguhan merepresentasikan jumlah 

pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang atau 

dibebankan di periode sekarang. Penyesuaian tersebut dikenal dengan sebutan 

koreksi fiskal. Dari perspektif perpajakan, meskipun perhitungan pajak di 

Indonesia tetap berlandaskan pada ketentuan fiskal, adanya perbedaan perlakuan 

antara SAK ETAP dan SAK EP menimbulkan potensi koreksi fiskal, baik yang 

bersifat temporer maupun permanen. Kondisi tersebut dapat memunculkan aset 

maupun liabilitas pajak tangguhan, khususnya pada pos-pos seperti cadangan 

kerugian piutang (CKPN), imbalan pascakerja, serta pendapatan diterima di muka 

(Rizky, 2025).
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BAB III  

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN 

 

3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif Kuantitatif 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif, yaitu 

pendekatan yang bertujuan untuk menyajikan deskripsi empiris mengenai suatu 

fenomena melalui penggunaan data berbasis angka (Sucipto, 2025). Melalui 

analisis yang dilakukan, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan deskripsi 

yang lebih jelas dan terstruktur sehingga dapat memperkuat pemahaman terhadap 

fenomena yang menjadi fokus kajian. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain: 

1. Data kualitatif, merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau yang 

diperoleh dari pengamatan, wawancara, rekaman, atau bahan tertulis 

berbentuk uraian (Waruwu, 2024). Data kualitatif yang diperoleh oleh penulis 

yaitu pengamatan secara langsung di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin 

serta wawancara antara penulis dengan auditor yang menangani perusahaan 

PT ADK. 

2. Data Kuantitatif, merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka 

dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran (Balaka, 2022). 

Data kuantitatif yang diperoleh penulis seperti laporan posisi keuangan 

(diolah) dan daftar koreksi fiskal (diolah) yang ada pada BPR PT ADK 

periode 2025. 
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3.2.1. Sumber Data 

 Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data 

sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian, melainkan dikumpulkan melalui sumber-sumber yang telah tersedia 

sebelumnya (Balaka, 2022). Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh dari 

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, berupa laporan neraca dan koreksi fiskal 

yang telah diolah yang dimiliki BPR PT ADK untuk periode 2024, serta literatur 

pendukung berupa buku-buku yang relevan dengan topik penelitian dan jurnal-

jurnal terdahulu. Pemanfaatan data sekunder tersebut bertujuan untuk 

memberikan landasan empiris sekaligus memperkuat analisis terhadap 

permasalahan yang dikaji. 

3.3 Metode pengumpulan Data 

Menurut Abdullah et al. (2022), metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penyusunan laporan akhir terdiri atas beberapa teknik yang 

dirancang untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan data yang relevan serta dapat 

dipercaya, maka dalam penulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah:  

1. Metode Wawancara  

Penulisan ini dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab antara penulis 

dan narasumber pihak KAP Weddie Andriyanto dan Muhaemin yaitu 

instruktur lapangan dan Tim Auditor yang menangani secara langsung proses 

audit PT ADK khususnya pada bagian pencatatan yang ada hubungannya 

dengan perhitungan pajak tangguhan 

2. Metode Dokumentasi   

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan 

dengan seuruh data yang diperlukan untuk penulisan. Dalam upaya 

melaksanakan metode dokumentasi, penulis mendokumentasikan data terkait 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan, proses perhitungan pajak tangguhan, serta 

dokumen lain pada PT ADK yang ada dari KAP yang relevan dengan 
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penulisan laporan akhir. 

3. Studi Pustaka  

Metode studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-

buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam suatu 

penulisan. Pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari beberapa 

sumber buku, jurnal, dan website resmi serta media lainnya. 

3.4 Objek Kerja Praktik 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik 

Weddie Andriyanto dan Muhaemin yang berlokasi di Jalan Pelita I No.2 D 

Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung dengan waktu pelaksanaan mulai dari 

tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 27 Februari 2026. Pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan enam hari dalam seminggu dengan jam 

operasional 08.00-17.00. 

3.4.2 Profil Singkat KAP Weddie Andriyanto dan Muhaemin (Cabang 

Lampung) 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan 

perusahaan penyedia jasa profesional yang berfokus pada pilar utama akuntansi, 

yaitu: auditing, akuntansi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Dengan kantor 

pusat di Jakarta dan cabang di Lampung). Berdiri sejak tahun 1994 dengan nama 

awal KAP Drs. R. Weddie Andriyanto. Kantor Akuntan Publik (KAP) ini telah 

melewati perjalanan panjang dan berbagai transformasi struktural guna 

meningkatkan kualitas layanannya. Bentuk identitas terbarunya secara resmi 

dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

177/KM.1/2012 pada tanggal 21 Februari 2012 dengan nama Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin. 

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan kumpulan para 

konsultan profesional dibidang akuntansi dan manajemen yang dijalankan oleh 2 

(dua) orang partner dan didukung oleh 19 orang staff profesional dan ahli. Para 

Partners dan staff profesional merupakan anggota beberapa organisasi seperti 
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Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), OJK 

(FAPM, Perbankan Konvensional dan Syariah, serta IKNB), BI, BPK, dan Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). 

 

3.4.3 Struktur Organisasi 

3.4.4 Visi dan Misi 

Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin memiliki visi dan 

misi untuk mencapai tujuan usahanya, yaitu: 

1. Visi:  

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan konsultan dengan visi 

memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk keuntungan kliennya 

dan masyarakat lingkungannya. 

2. Tujuan:  

Tujuan utama kami adalah menyediakan jasa untuk memberikan solusi pada 

klien kami, untuk menciptakan nilai tambah dan kemampuan untuk bersaing 

dalam aktivitas perusahaan. 

JUNIOR AUDITOR JUNIOR AUDITOR 

SENIOR AUDITOR SENIOR AUDITOR 

SUPERVISOR SUPERVISOR 

ADM & 

KEUANGAN 
OPERASIONAL 

ADM & 

 KEUANGAN 
OPERASIONAL 

MANAGER 

JAKARTA 

MANAGER 

LAMPUNG 

MANAGING 
PARTNER 

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin 

Sumber: Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin) 
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3.4.5 Jasa Pelayanan 

Jasa pelayanan yang diberikan oleh KAP Weddie & Muhaemin tidak hanya 

melayani jasa Audit saja, tetapi terdapat sembilan pelayanan yang diberikan antara 

lain: 

1. Jasa Audit, terdiri atas: 

a) Pemeriksaan laporan keuangan (General Audit) 

b) Pemeriksaan Khusus (Special Audit) 

c) Pemeriksaan Operasional (Operational Audit) 

d) Pemeriksaan Kinerja (Performance audit) 

e) Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Audit) 

2. Jasa Atestasi 

3. Jasa Review Laporan Keuangan 

4. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan 

5. Jasa Perpajakan 

6. Jasa Penyusunan Proposal Kredit 

7. Jasa Penyusunan Studi Kelayakan (F S) 

8. Jasa Perancangan Sistem 

9. Jasa Recruitment & Pelatihan 

3.4.6 Pengguna Jasa atau Klien 

Pemakai Jasa KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin adalah publik yang 

meliputi badan usaha baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum serta 

perseorangan. KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin memberikan jasa kepada 

perusahaan swasta nasional dan organisasi non komersil lainnya, yang bergerak 

dalam bidang: 

1. Perbankan 

2. Pembiayaan 

3. Hotel & Travel 

4. Kontraktor 

5. Organisasi Nirlaba (LSM) 

6. Dana Pensiun 
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7. Pertanian dan Peternakan 

8. Farmasi Distributor 

9. Rumah Sakit (Pemerintah & Swasta) 

10. Manufaktur 

11. Asuransi 

12. Pusat Pendidikan 

13. Percetakan 

14. Pemerintahan (BLU, BLUD, PILKADA, PILGUB, dan PILPRES)
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan observasi pada PT ADK, dapat disimpulkan bahwa perubahan   

dari SAK ETAP ke SAK EP dalam perlakuan pajak tangguhan memberikan 3 

simpulan yang diberikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada: 

1. Dapat disimpulkan bahwa pencatatan pajak tangguhan di PT ADK belum 

melakukan perhitungan dan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). 

Oleh karena itu, laporan keuangan PT ADK belum mampu mencerminkan 

kondisi keuangan secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan perbaikan dalam 

penyajian laporan keuangan pada PT ADK tahun 2024 sebagai dasar 

komparatif saat perusahaan ketika menerapkan SAK EP di tahun 2025. 

2. Penerapan SAK EP, khususnya Bab 29, mewajibkan pengakuan pajak 

tangguhan yang sebelumnya tidak diatur dalam SAK ETAP. Pada laporan 

keuangan PT ADK tahun 2024 terdapat korkesi pada laporan keuangan pada 

beda waktu dari imbalan pasca kerja sebesar Rp234.386.153 yang 

menimbulkan aset pajak tangguhan senilai Rp51.564.954. Pengakuan ini 

memperlihatkan bahwa laporan posisi keuangan PT ADK kini lebih 

mencerminkan manfaat pajak di masa depan, sehingga penyajian laporan 

menjadi lebih akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.
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3. Penerapan retrospektif dalam transisi ke SAK EP mengharuskan 

penyesuaian saldo ekuitas dan penyajian kembali data komparatif, sehingga 

laporan keuangan PT ADK lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan 

standar internasional. Dengan demikian, implementasi SAK EP tidak hanya 

menambah kewajiban teknis berupa pengakuan pajak tangguhan, tetapi juga 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan serta memperkuat 

akuntabilitas dan daya saing entitas privat di Indonesia. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

meningkatkan efektivitas pencatatan dan penyajian laporan keuangan PT ADK 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PT ADK 

a) Meningkatkan pemahaman mendalam mengenai SAK EP, khususnya 

terkait pengakuan pajak tangguhan, agar pencatatan transaksi lebih 

terkontrol dan sesuai standar.  

b) Melakukan pengecekan berkala atas penerapan pajak tangguhan, 

termasuk penyesuaian retrospektif, sehingga laporan keuangan tetap 

konsisten dan transparan. 

2. Bagi Mahasiswa Akuntansi 

a) Menjadikan penelitian mengenai transisi dari SAK ETAP ke SAK EP 

sebagai referensi untuk memahami dampak praktis pengakuan pajak 

tangguhan terhadap laporan keuangan entitas privat.  

b) Mempelajari secara lebih mendalam Bab 29 SAK EP tentang pajak 

tangguhan, serta membandingkannya dengan ketentuan IFRS, agar 

memiliki perspektif internasional dalam praktik akuntansi.  

c) Menggunakan kasus PT ADK sebagai studi empiris untuk melatih 

keterampilan analisis laporan keuangan, khususnya dalam 

mengidentifikasi beda tetap dan beda waktu serta implikasinya terhadap 

pajak kini dan pajak tangguhan. 
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